PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR: 08 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJP DAERAH)
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang . a. Bahwa dalam rangka penyelenggar erintahan daerah, disusun
perencanaan pembangunan daer b tu kesatuan dalam Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

b. Bahwa perencanaan qpembangun h disusun oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan k nangann ang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

en

c. Bahwa sehubun | tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan

Renc mb Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten
Probo 5-2025.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 ;

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan

4846 ;

entang Pengelolaan Keuangan
onesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran“e a pu ndonesia Nomor 4578) ;

Lembaran Negara Republik Indonesi

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58

Daerah (Lembaran Negara
10. Peraturan Pem h mor ~ 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

11. Peratur tah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana ngunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
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15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG RENCANA

1.

N

10.

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJP DAERAH)
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 20 5.

Kepala Daerah, adalah
Dewan Perwakilan Rak ang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA, adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo ;

Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia ;

Pembangunan Nasional, adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam
rangka mencapai tujuan bernegara ;

Pembangunan Daerah, adalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang
dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat
ditingkat pusat dan daerah ;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalah

dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun ;
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah,
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun ;

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;

Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ;
Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
visi ;

Strategi, adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis,

rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebija an program ;
Kebijakan, adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemeri untuk mencapai tujuan ;
Program, adalah instrumen kebijakan yang berisi sat giatan yang dilaksanakan oleh

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta'me % asi anggaran ;
dalah sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja

t h, adalah sekumpulan rencana kerja beberapa

Program Satuan Kerja Perangkat er
Perangkat Daerah ;

Program Lintas Satuan Kerja P

Satuan Kerja Perangkat
Program Kewilayahan yah, adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar
Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawasan ;
Kegiatan, adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja,
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa ;

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM, adalah tolok ukur kinerja daerah untuk
menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat ;

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forum

antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
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BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN RPJP DAERAH
Pasal 2
Maksud penyusunan RPJP Daerah adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat Kabupaten Probolinggo guna

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pasal 3
Tujuan penyusunan RPJP Daerah adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu
20 (dua puluh) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat

Kabupaten Probolinggo.

BAB I
SISTEMATIKA RPJP DAERAH
Pasal 4
Sistematika RPJP Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2 isusun sebagai berikut :
BAB | : PENDAHULUAN
BAB Il : KONDISI, ANALISA DAN PREDIKSI KONDISI M DAERAH
BAB Il . VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNA E

BABIV : PENUTUP

‘&

5-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran

RPJP Daerah Kabupaten Pr
yang merupakan satu kesat an dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya

akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
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Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 21 Agustus 2008
BUPATI PROBOLINGGO

ttd
Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

ttd
Drs. H. KUSNADI, M. Si. Q
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLI (%l 2008
NOMOR 07 TAHUN 2008 SERIE
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR: 08 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJP DAERAH)
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka perlu mene%‘ana Pembangunan Jangka

Tal

Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Proboling 005-2025 dengan Peraturan

Daerah.
®
Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASA
Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 \\ijelas.
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